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ABSTRAK 

Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dalam rentang tahun 2020 sampai 
dengan 2022 tidak banyak terserap. Apalagi rencana pemerintah yang akan 
memindahkan pusat pemerintahn ke IKN baru menjadi masalah baru. Lalau kemana 
asset yang sekarang akan digunakan. Oleh karena itu, dimanapun lokasi K/L 
berada, pemanfaatan aset negara dalam mendukung Penerimaan Negara Bukan 
Pajak (PNBP) melalui strategi pemasaran berbasis internet (marketplace properti 
negara), tetap dapat dilakukan. Menyewa, meminjam, penggunaan properti kooperatif, 
build-for-handover atau build-for-handover, dan penyediaan infrastruktur kooperatif adalah 
semua cara negara dapat menggunakan propertinya sendiri. 

Dengan tujuan meningkatkan peluang untuk mengoptimalkan pemanfaatan 
BMN dengan strategi pemasaran melalui teknologi informasi berbasis internet 
menggunakan aplikasi marketplace. Tahapan penelitian yang dilakukan adalah 
diawali dengan penangkapan kebutuhan pengguna yang berada di Pangkalan Bun 
Kalimantan Tengah. Kemudian penangkapan informasi kebutuhan tersebut 
dituangkan dalam Bagan System Request mencakup lima elemen: Project Sponsor, 
Businees Need, Business Requirement, Businees Value, dan Special Issues or Constrains. 
Penelitian ini akan menghasilkan bentuk prototype yang back-end dan from-end 
untuk user internal dan eksternal KPKNL yang berbasis desktop web baseddan 
Android atau Apps. Dan luaran berupa jurnal yang akan dipublikasikan dalam 
jurnal nasional dan internasional, serta buku ajar. 
Kata Kunci: System request, BMN, Marketplace, Web Base, Android. 

 
1. PENDAHULUAN 

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun (audited) 
menyebutkan bahwa jumlah aset negara per 31 Desember 2020 sebesar 
Rp5.976,01 T. Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2021 hanya Rp 336 M, dari 
pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) sebesar Rp 200juta. Sehingga 
disimpulkan 116 aset negara tidak dimanfaatkan dalam rentang tahun 2020 
sampai dengan 2022.  

Masyarakat ingin mendapatkan akses BMN tersebut melalui peran DJKN 
dalam pengelolaan asset negara. Namun, Perpindahan Kantor K/L, ke IKN baru 
menjadi masalah baru, akan kemana aset yang sekarang digunakan? 
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Saat pandemi melanda dunia dan Indonesia, masyarakat dipaksa untuk 
melek teknologi, mulai dari bekerja, memenuhi kebutuhan sehari-hari, Pendidikan, 
dan lain-lain, yang semula berlangsung secara offline berubah total menjadi online. 
Digital mindset sudah merubah perilaku konsumen dunia dan Indonesia. Oleh 
karena itu, dimanapun lokasi K/L berada, pemanfaatan aset negara dalam 
mendukung Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui strategi pemasaran 
berbasis internet (marketplace properti negara), tetap dapat dilakukan. Menyewa, 
meminjam, kerjasama dalam penggunaan, membangun-untuk-serah atau membangun-
untuk-serah terima, dan kerjasama dalam penyediaan infrastruktur adalah semua cara 
negara dapat menggunakan propertinya sendiri. 

Tujuan dari penelitian ini, khususnya bagi Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara Lelang (KPKNL) Pangkalan Bun, adalah: 1) Meningkatkan Peluang untuk 
mengoptimalkan pemanfaatan BMN dengan strategi pemasaran melalui teknologi 
informasi berbasis internet; 2) Memberikan dampak positif bagi KPKNL sebagai 
pengelola BMN, satker K/L selaku pengguna BMN dan masyarakat; 3) 
Membangun trend positif kinerja BMN agar mampu berkontribusi dalam 
memberikan pendapatannya dari sektor non pajak untuk negara dalam 
membangun negeri.  

Penelitian yang masuk ke dalam skim penelitian dasar ini sangat perlu untuk 
dilakukan karena berkenaan dengan pembangunan IKN baru di pulau Kalimantan 
yang mengharuskan kantor K/L pun berpindah, menyebabkan permasalahan baru 
pegelolaan pemanfaatan BMN untuk mendukung Penerimaan Negara Bukan 
Pajak (PNBP) dengan memanfaatkan teknologi digital. 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 State of The Art 

Inventarisasi, penatausahaan, penggunaan, dan pengamanan barang milik negara 
merupakan sebagian tanggung jawab Kantor Pelayanan Kekayaan Milik Negara dan 
Lelang (KPNL). Prioritas utama Kantor Pelayanan Kekayaan Milik Negara dan Lelang 
(KPKNL) Jember adalah memberikan pelayanan yang prima dan profesional kepada 
masyarakat. Kehadiran layanan yang kompeten dan baik mungkin mengungkapkan 
kualitas kantor. 

Pelayanan Permohonan Administrasi yang diberikan dalam bidang Pelayanan 
Kekayaan Milik Negara, Pelayanan Penilai, dan Pelayanan Lelang merupakan gambaran 
dari pelayanan ini. Tanpa satu area layanan, ketiga bidang tersebut saling bergantung dan 
tidak dapat berfungsi dengan baik. Pasalnya, pelayanan tersebut harus dilakukan di Kantor 
Pelayanan dan Pelelangan Kekayaan Milik Negara dan harus melalui proses yang berlarut-
larut dan melelahkan.3 

Permasalahan Hibah Barang Milik Negara (BMN) eks asset Pertamina 
sebagaimana yang tertuang didalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-
247/MK.6/2019 tanggal 24 September 2019 tidak dapat dipindahtangankan dari 
Pemerintah Kota Cirebon kepada pihak lain.  

Isu penggunaan BMD bagi daerah untuk meningkatkan PAD yang tidak dilakukan 
sesuai mekanisme yang berlaku menimbulkan catatan bahwa Pemerintah Kota Cirebon 
kurang berintegritas, tidak profesional, tidak memihak, dan terindikasi KKN. Selain itu, 
pemerintah telah melanggar prosedur ASN (Aparatur Sipil Negara) dan melakukan 
tindakan melawan hukum, yang mengarah pada tindakan kriminal dengan pihak lain 
(Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati). 

Berdasarkan analisis studi kasus terhadap aset BMN (Barang Milik Negara) eks 
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Pertamina yang digunakan oleh pihak lain, justifikasi hukum Hibah Barang Milik Negara 
(BMN) aset eks Pertamina kepada Pemkot Cirebon dirancang untuk digunakan oleh pihak 
lain dalam pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.4 

Manfaat ketenagakerjaan, manfaat pendapatan daerah berupa pajak daerah yang 
dibayarkan, dan manfaat pendapatan pemerintah pusat berupa iuran tetap, bagi hasil, dan 
pajak penghasilan merupakan manfaat ekonomi yang ditimbulkan dari penggunaan 
Terminal BMN Wae Kelambu Serbaguna. 

Sektor dengan pengganda pendapatan terbesar yaitu sektor listrik dan gas serta 
sektor industri pengolahan harus mendapatkan prioritas investasi jika tujuan strategi 
pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan pendapatan keseluruhan dalam 
perekonomian. Prioritas investasi diarahkan pada sektor industri pengolahan serta sektor 
perbankan dan asuransi yang berdasarkan hasil analisis memiliki multiplier impact 
terbesar. Hal ini jika tujuan kebijakan pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan 
jumlah lapangan kerja.2 
 
2.2 Project Identification 

Identifikasi sebuah proyek dalam organisasi dilakukan dengan mengidentifikasi 
kebutuhan bisnis untuk sebuah sistem yang akan dibangun. Identifikasi ini dapat dilakukan 
di unit bisnis atau TI, berasal dari panitia pengarah yang memiliki tugas untuk 
mengidentifikasi peluang bisnis, atau berkembang dari rekomendasi yang dibuat oleh 
konsultan eksternal. Kadang kebutuhan muncul dari semacam kelemahan di dalam 
organisasi, seperti kejatuhan pangsa pasar, tingkat layanan pelanggan yang buruk, 
persaingan yang meningkat, atau kompetitif perusahaan tetap mengikuti perkembangan 
teknologi.[1] 
Project Identification mencakup lima elemen[1]: 
a. Project Sponsor (Sponsor proyek) adalah seseorang yang mengenali kebutuhan 

bisnis yang kuat untuk sebuah sistem dan tertarik untuk melihat sistem berhasil. 
Selama proses pengembangan, sponsor proyek memastikan bahwa proyek bergerak 
ke arah yang benar dari perspektif bisnis. Biasanya, sponsor proyek berasal dari fungsi 
bisnis, seperti pemasaran, akuntansi, atau keuangan; namun, anggota area TI juga 
dapat mensponsori sebuah proyek.  

b. Business Need (Kebutuhan bisnis) mendorong persyaratan bisnis tingkat tinggi untuk 
sistem, berupa kemampuan yang dimiliki pada sistem dan menggambarkan manfaat 
nilai bisnisnya bagi organisasi  

c. Business Requirement (Persyaratan bisnis) adalah fitur dan kemampuan sistem 
informasi harus disertakan. 

d. Business Value. Sponsor proyek juga harus memiliki gambaran tentang nilai bisnis 
yang akan diperoleh dari proyek sistem tersebut, baik secara berwujud maupun tidak 
berwujud. Nilai berwujud dapat dikuantifikasi dan diukur dengan mudah (misalnya, 
pengurangan 2 persen dalam biaya operasi). Nilai tak berwujud dihasilkan dari intuisi 
keyakinan bahwa sistem memberikan manfaat yang penting, tetapi sulit diukur, bagi 
organisasi (misalnya, peningkatan layanan pelanggan atau posisi kompetitif yang lebih 
baik). 

e. Special Issues or Constrains. Setelah sponsor proyek mengidentifikasi proyek yang 
memenuhi kebutuhan bisnis yang penting dan mengidentifikasi persyaratan dan nilai 
bisnis sistem, sekarang saatnya untuk secara formal menentukan isu-isu khusus dan 
memulai proyek, serta menentukan tenggat waktu proyek akan selesai. 
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Permintaan sistem (system Request) adalah dokumen pertama yang memulai 
proyek. Permintaan sistem adalah pernyataan tertulis yang menguraikan prediksi manfaat 
sistem dan kasus bisnis untuk pengembangannya. Formulir ini digunakan sebagai 
komponen prosedur seleksi resmi organisasi untuk inisiatif sistem. 

Sponsor proyek, persyaratan bisnis, kebutuhan bisnis, nilai bisnis, dan perhatian 
khusus adalah jumlah minimum komponen yang membentuk permintaan system. 
Permintaan sistem yang telah selesai disampaikan kepada komite persetujuan untuk 
ditinjau. Panitia memeriksa permintaan sistem dan, dengan menggunakan data yang 
disajikan, memutuskan terlebih dahulu apakah akan melihat ide tersebut atau tidak. Jika 
ya, melakukan analisis kelayakan akan menjadi langkah selanjutnya. 
 

 
Sumber: Dennis, Wixom, & Tegarden. (2009) 

Gambar 1. System Request Template 
 
2.3 Marketplace 

Menyediakan marketplace bagi pelaku bisnis untuk terlibat dalam B2B e-
Commerce dan aktivitas e-Business lainnya, marketplace merupakan wadah komunitas 
bisnis elektronik yang interaktif.6 Pasar didukung oleh sejumlah elemen, antara lain7: 
1. Pelanggan yang menggunakan Internet untuk menjelajah melakukannya dari seluruh 

dunia. 
2. Di Internet, ada jutaan pengecer yang mempromosikan dan menyediakan berbagai 

macam barang. 
3. Ada barang dan jasa dalam bentuk fisik dan digital. 

Komoditas digital ini adalah barang yang diproduksi secara digital dan didistribusikan 
secara online. 

4. Infrastruktur yang diperlukan untuk menguasai pasar meliputi perangkat keras, 
perangkat lunak, dan infrastruktur jaringan. 

5. Front - end 
Melalui front-end, penjual dan pembeli berkomunikasi di pasar. Portal penjual, katalog 
elektronik, kereta belanja, mesin pencari, dan mesin lelang semuanya termasuk dalam 
front-end ini. 

6. Back - end 
Di back - end, tugas-tugas seperti penempatan dan pemenuhan pesanan, kontrol 
inventaris, pengadaan pemasok, akuntansi dan keuangan, pemrosesan pembayaran, 
pengepakan, dan pengiriman diselesaikan. 

7. Agen/intermediaries. Diantara vendor dan pelanggan yang bertindak sebagai pihak 
ketiga. Sebagian besar dioperasikan dengan komputer. 

 
2.4 Barang Milik Negara 

Semua barang yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
atau melalui akuisisi lain yang sah dianggap sebagai Barang Milik Negara. Pengelola 
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Barang Milik Negara (BMN) yang melapor kepada Menteri Keuangan dalam kedudukannya 
sebagai Bendahara Umum Negara memiliki wewenang dan tugas yang luas dalam 
pengelolaan BMN. Namun dalam kenyataannya, manajemen BMN dapat menugaskan 
beberapa pihak yang memiliki wewenang dan tugas melalui proses pendelegasian yang 
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.5 
 
3. METODOLOGI PENELITIAN 
3.1 Kerangka Pemikiran 

Secara umum metode kebutuhan user adalah proses yang sangat 
sederhana dengan empat Langkah seperti Gambar 2 berikut[8]: 

 
Gambar 2. Proses Analisis Kebutuhan User secara Umum 

 
Adapun kerangka pemikiran dari solusi permasalah ini mengadopsi pada 

Langkah-langkah tersebut yang diperlihatkan dalam gambar 3 berikut: 

Requirement 
Specification 

(System Request)

Document 
to be analyze

Information gathering

the approval by 
committee reviews

Analyze

Research

5th elemen:
 Project Sponsor
 Business Need
 Business Requirement
 Business Value
 Special Issues or Constrains

Approved

Feasibility analyze

User Need Identification

 
Gambar 3. Kerangka Pemikiran 

 
Informasi yang telah dikumpulkan dari user, dalam hal ini KPKNL Pangkalan Bun, 

kemudian dilakukan identifikasi melalui analisis dan riset dari berbagai sumber yang 
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berkenaan dengan pemanfaatan aset BMN. Hasil dari analisis awal ini kemudian 
dituangkan dalam dokumen inisiasi yang disebut System Request.  

Formulir ini digunakan sebagai komponen prosedur seleksi resmi organisasi untuk 
inisiatif sistem. Permintaan sistem yang telah selesai disampaikan kepada komite 
persetujuan untuk ditinjau. Panitia memeriksa permintaan sistem dan, dengan 
menggunakan data yang disajikan, memutuskan terlebih dahulu apakah akan melihat ide 
tersebut atau tidak. Jika ya, melakukan analisis kelayakan akan menjadi langkah 
selanjutnya. 
 
3.2 Kerangka Penelitian 

Kerangka penelitian yang dilakukan diawali dengan penelitian awal untuk 
mencari permasalahan yang dialami oleh KPKNL Pangkalan Bun yang sudah 
dipaparkan dalam latar belakang, dan melakukan studi literatur dari artikel-artikel 
ilmiah yang membahas tentang Barang Milik Negara (BMN) maupun Barang Milik 
Daerah (BMD). Kerangka penelitian kami tuangkan dalam Gambar 4 berikut: 

Gambar 4. Kerangka Penelitian 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 User requirement 

Tahapan penelitian yang dilakukan adalah diawali dengan penangkapan 
kebutuhan pengguna yaitu instansi KPKNL Dirjen Kekayaan Negara Kementrian 
Keuangan yang berada di Pangkalan Bun Kalimantan Tengah. Kemudian 
penangkapan informasi kebutuhan tersebut menjadi sebuah dokumen System 
Request yang dituangkan dalam Tabel 1, mencakup lima elemen: Project Sponsor, 
Businees Need, Business Requirement, Businees Value, dan Special Issues or Constrains. 
 

Tabel 1. System Request 

System request - Aplikasi Marketplace Properti Negara 

Project Sponsor : Widiyantoro (Kepala KPKNL Pangkalan Bun) 
Businees Need : Internal DJKN/KPKNL Pangkalan Bun 

1. Meningkatkan kepuasan dan kepercayaan 
pengguna layanan 

2. Mempunyai inovasi baru yang genuine 
Masyarakat 
1. Mendapatkan akses untuk memanfatkan 

BMN secara mudah  
2. Peluang untuk mendapatkan tempat usaha 

(social ekonomi) 

•Gambaran User Request
Penelitian Awal 

•State of The Art

•Tinjauan Pustaka
Studi Literatur

•Lima elemen System RequestMengidentifikasi 
Kebutuhan Bisnis

•Bagan System RequestMenyusun User 
Requirement
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Business Requirement  : Dengan aplikasi berbasis web dan Android, 

konsumen dapat mencari produk dan 
mengidentifikasi spesifikasi dari produk. 
Konsumen dapat berupa satuan kerja dari 
instansi manapun. Fungsi-fungsi yang harus 
dimiliki aplikasi ini sebagai berikut: 
1. Menyediakan akses online ke informasi 

dengan mendaftarkan identitas konsumen, 
baik satker maupun masyarakat 

2. Kemampuan mencari produk oleh 
konsumen secara terperinci 

3. Konsumen dapat melakukan transaksi 
secara online dengan persetujuan dari 
KPKNL 

4. Menghasilkan laporan manajemen 
5. Menyediakan fasilitas bagi administrator 

atau KPKNL untuk mengelola konten 
aplikasi 

 
Businees Value  : Internal DJKN/KPKNL Pangkalan Bun 

1. Meningkatkan potensi pemanfaatan BMN 
2. Meningkatkan potensi PNBP 
3. Meningkatkan peluang lelang hak 

menikmati 
4. Mengimplementasikan HBU 
5. Meningkatkan kepuasan dan kepercayaan 

pengguna layanan 
6. Mempunyai inovasi baru yang genuine 
7. Meningkatkan kolaborasi dengan Pemda 
8. Mewujudkan DJKN menjadi Distinguished 

Aset Manager 
Satker/Stakeholder 
1. Peluang pemanfaatan BMN lebih baik 

untuk menambah PNBP 
2. Meningkatkan sinergi pengelolaan 

kekayaan negara, khususnya dalam 
pemanfaatan BMN dengan 
KPKNL/Kanwil/Kantor Pusat DJKN 

3. Pemanfaatan BMN dapat lebih transparan 
dan akuntabel 

4. Memberikan dampak pengamanan aset 
terutama aset idle 

Masyarakat 
1. Mendapatkan akses untuk memanfatkan 

BMN secara mudah  
2. Peluang untuk mendapatkan tempat usaha 

(social ekonomi) 
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3. Memahami peran KPKNL/DJKN dalam 
pengelolaan aset BMN 

 
Special Issues or 
Constrains 

: Semester I tahun 2023 

   

 
4.2 Rancangan Sistem Informasi  

Sistem informasi yang dibutuhkan user diilustrasikan dalam Gambar 5 berikut ini: 
 

 
Gambar 5. Rancangan Sistem Informasi 

 
5 KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
1. System Request minimal mencakup lima elemen: sponsor proyek, kebutuhan bisnis, 

persyaratan bisnis, nilai bisnis, dan isu-isu khusus. 
2. Permintaan sistem yang telah selesai diajukan ke komite persetujuan untuk 

dipertimbangkan. Selanjutnya, panitia meninjau permintaan sistem dan membuat 
keputusan awal, berdasarkan informasi yang diberikan, apakah proposal tersebut 
akan diselidiki atau tidak. Jika demikian, langkah selanjutnya adalah melakukan 
analisis kelayakan. 

 
5.2 Saran 
1. Penelitian ini belum mencakup kepada kebutuhan software yang diharapkan dari 

pengguna. 
2. System Requirement ini termasuk ke dalam tahapan planning berupa Project 

Management, maka alangkah sempurnanya apabila dapat dilengkapi dengan tahapan 
planning lainnya. 
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